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PENAPISAN DAN IDENTIFIKASI POTENSI RESIKO DAN DAMPAK

MENGAPA DIBUTUHKAN RENCANA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI?

Contoh llustrasi: Potensi Resiko/ Dampak:

Kegiatan Penataan Kawasan di
Sepanjang Bantaran Sungai 1. Penataan kawasan akan menggunakan tanah, bangunan,

tanaman, aset warga seluruhnya, dampak terhadap
penghidupan/ livelihood dan kaum rentan

!

Potensi pemukiman kembali

2. Penataan kawasan akan memotong tanah, bangunan

- " 2 . g o
A Vi , ey e ataupun aset warga sebagian, dampak terhadap
* Potensi pemukiman kembali untuk warga penghidupan/ livelihood dan kaum rentan
terdampak di bantaran sungai l
* Potensi menggunakan sebagaian
Adanya permukiman warga di sepanjang i //"‘”,mm tanah, bangunan, tanaman ataupun
bantaran sungai/ lokasi perencanaan — aset warga.
I

* Potensi pembatasan akses ke
rumah/ tempat usaha

RENCANA PENATAAN

Potensi pemotongan bangunan sebagaian Minimasi atau mItIgCISI resiko/dampak > LARAP/RPL
yang terdampak dari kegiatan penataan



PENAPISAN DAN IDENTIFIKASI POTENSI RESIKO DAN DAMPAK

MENGAPA DIBUTUHKAN RENCANA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI?

Contoh llustrasi:

Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase

Delineasi kawasan terdampak o
Karena perbaikan jalan dan saluran

drainase akan memiliki potensi dampak
pada:

a. 11 bangunan usaha, 4 tiang listrik
PLN dan 18 tiang telepon Telkom
yang terletak di atas saluran.

6°5220"S

6°5220°S

b. Mengubah akses jalan masuk ke
rumah warga sepanjang saluran dan
trotoar yang akan dibangun (153
rumah).

c. Akses keluar rumah maupun
kenyamanan selama mas konstruksi
berlangsung.

d. Dan lain-lain.

Perubahan tinggi "_Rk_sesjélan ke | » Tempat usaha di atas

trotoar rumah warga saluran



PENAPISAN DAN IDENTIFKASI POTENSI RESIKO DAN DAMPAK

INSTRUMEN PERENCANAAN YANG DIBUTUHKAN

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN TANAH/PEMUKIMAN KEMBALI

Proyek sedapat mungkin menghindarkan pengadaan tanah dan relokasi;

Jika pengadaan lahan dan relokasi tidak dapat dihindarkan, maka proyek akan meminimalkan kebutuhan
pengadaan tanah dan relokasi;

Pengadaan tanah dan relokasi akan dilakukan melalui proses konsultasi/rembug yang bermakna dengan
WTP

Proses pengadaan tanah dan relokasi akan dilakukan secara partisipatif, transparan dan adil

Pengadaan tanah dan relokasi diarahkan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan serta kondisi
lingkungan yang lebih baik bagi WTP

WTP yang terkena pengadaan tanah dan relokasi akan diberikan penggantian dengan berbagai pilihan untuk
kehidupan, penghidupan dan kondisi lingkungan yang lebih baik

Proses pengadaan tanah dan relokasi serta penggantian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara WTP
dan pemerintah Kota melalui konsultasi/rembug yang bermakna.



PENAPISAN DAN IDENTIFKASI POTENSI RESIKO DAN DAMPAK

INSTRUMEN PERENCANAAN YANG DIBUTUHKAN

Penataan
Kawasan

Ada pemindahan

Hanya pemotongan/

penduduk Penataan setempat/ asset yang
(walaupun hanya 1 on-site/ Konsolidasi terdampak sebagian.
orang/ mata Tanah/ Land-sharing Tidak ada
pencaharian) pemindahan

Pemindahan
penduduk ke hunian

Penataan
Redistribusi aset penghidupan/
livelihood

Pemindahan
penduduk langsung
ke hunian tetap

Terganggunya mata
pencaharian

Pemotongan
bangunan sebagian

Terganggunya mata

Terbatasnya akses .
pencaharian

sementara kemudian
ke hunian tetap

Dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Konsolidasi Tanah/Land-sharing Dokumen Rencana Penyiapan Lahan

Pemukiman Kembali (RPL)
(LARAP)



dan pembangunan trotoar di
atas saluran drainase

2. Penataan kawasan kumuh
tepian sungai

3. Peningkatan jalan

4. Perbaikan saluran drainase
sekunder

PENAPISAN DAN IDENTIFKASI POTENSI RESIKO DAN DAMPAK
ILUSTRASI RESIKO DAN DAMPAK SERTA METODE PENANGANAN

Jenis Kegiatan Potensi Dampak Sosial Metoda Penanganan/ Instrumen

1. Perbaikan drainase sekunder 2018

Dana : APBN PHLN

2019-2020
APBN PHLN

2018
Dana APBD Kota

2018
APBN Reguler

* Bangunan rumah terdampak
sebagian

Tempat usaha di atas saluran
Tiang listrik dan telepon
Akses jalan masuk rumah dan

gang

Rumah warga seluruhnya
Bangunan usaha

Akses warga

Pipa air minum dan limbah
Pengolahan limbah

Bangunan rumah terdampak
sebagian

Tempat usaha di atas saluran
Tiang listrik dan telepon
Akses jalan masuk rumah dan

gang

Rumah warga

Bangunan usaha

Akses warga

Pipa air minum dan limbah

* Menyiapkan RPL untuk bangunan,

asset, dan akses yang terdampak
Penyesuaian DED
DIl.

LARAP

UKL/UPL
Penyesuaian DED
DII.

Menyiapkan RPL untuk bangunan, aset
dan akses yang terdampak
Penyesuaian DED

DIl.

LARAP

UKL/UPL
Penyesuaian DED
DII.



PROSES PENYUSUNAN DAN PESETUJUAN INSTRUMEN SERTA PELAKSANAANNYA
| |
T-2/T-1 ! T | T+1

Proses penyusunan dokumen LARAP/RPL :

Penyusunan Draft final Review dan Pelaksanaan LARAP/RPL: Tanah Clean Monitoring hasil
LARAP/RPL » Dokumen No-Objection Letter - Tanah harus sudah clean and and Clear pelaksanaan LARAP/RPL
LARAP/RPL (NOL) World Bank e serta Relokasi serta pelaporan
A selesai
- Pemotong/ pemaprasan sudah

Review selesai dilakukan

Draft final

Dokumen [€======-- I
LARAP/RPL masukan/saran/

oleh PMU perbaikan

- Pemindahan penduduk sudah
selesai dilaksanakan

- Pemulihan ekonomi sudah
mulai berjalan

_______________________________________________________________ TS
I 1 Tanda Tangan
Proses pengadaan dan penyusunan DED ; Penyusunan DED ! Kontra|g<
| |
I Proses | Pelaksanaan
: Penyiapan Dokumen Pengadaan » Pengadaan Jasa I» ‘ » Konstruksi
I Konstruksi I
| |
1 |
_____________________________________________ e
Proses penganggaran NOL diperoleh paling lambat !

Kegiatan Pengadaan Tanah/ Maret T -1
Pemukiman Kembali x

|
LARAP/RPL sebagai acuan dalam pelaksailraan proyek keseluruhan,
Pemda menganggarkan untuk termasuk pengangga:ran
APBD Tahun Berikutnya (T) I




ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

1. DELINEASI KAWASAN/AREA TERDAMPAK

Pengelolaan dampak sosial berbagai program penataan

kawasan dengan sumber pendanaan yang berbeda tetapi
ESM F dalam satu kawasan mengacu pada ESMF
* Mencegah kecemburuan sosial di dalam masyarakat
N
\

» Mencegah adanya resiko reputasi/ reputational risk

KOTAKU

- Kondisi lingkungan hunian
PROES Pengadaan tanah dan/atau lebih baik

pemukiman kembali - Perbaikan kehidupan dan
penghidupan WTP

Delineasi area of influence

* Untuk memastikan resiko dan dampak yang ditimbulkan dapat
dimitgasi dengan standar yang sama



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

2. SENSUS SOSIAL EKONOMI WTP DAN ASET TERDAMPAK

Contoh llustrasi:

Data WTP yang ada di dalam Dokumen LARAP

No Nama (thn) Gander (m2) e
RT 11

1 Mukmin 40 Laki-laki 20x5 100%

2 Mashudi Efendi 50 Laki-laki 10x6 100%

3 Khairul Anam 47 Laki-laki 10x6 100%

4 Nfasitah I8 S — 10x8 2 m(2.5%) Apabila ada potensi pemindahan/relokasi,
5 Rudi Dg Bella 43 Laki-laki 10x7 2.5m’ (3,5%)

6 Selvi 35 Perempuan 18x6 3 m*(2,7%) Kira-kira data/informasi apa yang perlu
7 Ponem 57 Perempuan 10x6 100% dilengkapi?

8 Yauni 42 Laki-laki 10x8 100%

9 Darminto 46 Laki-laki 10x8 2 m’ (2,5%)

10 H. Syamsudin 61 Laki-laki 8x4 6 m*(18,75%)

11 Agus Prayitno 56 Laki-laki 10x6 100%

12 Misransyah 68 Laki-laki 10x6 3 mz(S%)




ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN |

2. SENSUS SOSIAL EKONOMI WTP DAN ASET TERDAMPAK

Contoh llustrasi:
Data WTP yang ada di dalam Dokumen RPL

. Legalitas Tanah luas tanah Sisa WTP yg Persentase
Jenis luas lahan
No. Nama Kelamin | Status |[surattanda| luas tanah | terbebaskan Tanah | terpotong terbebaskan
tanah | bukti hak (m2) (m2) WTP | Rumahnya (%)

1 H. Abdul Karim L Hak Milik | Sertifikat 472 122 350 1 25,85

2 H. Sahlan Rois Sh. L Hak milik Serifikat 588 101 487 0 17,18

3 Ahmad L Hak milik Sertifikat 371 122 249 0 32,88

4 H. Hapsah P Hak milik | Sporadik 48 48 0 1 100,00

5 Hasan L Hal milik Sporadik 50 43 7 0 86,00

6 Aminah P Hak Milik Sporadik 56 22 34 1 39,29

7 Sarifah P Hak Milik Sporadik 100 48 52 1 48,00

8 Suyanu L Hak Milik Sporadik 48,00 22 26 0 45,83

9 | Uswatun Hasanah F Ml | SEEket 50 50 0 0 100,00

Sporadik
10 | Maryam P Hak Milik Sporadik 100,00 62 38 1 62,00
11 | Sahmin P Hak Milik Sertifikat 122 67 55 1 54,92
. L - Sertifikat+

12 | Jalaludin Hak Milik sporadik 642 191 521 0 18,85
13 Misnah P Hak Milik Sertifikat 154 90 64 0 58,44
14 | Musrah L Hak Milik Sertifikat 176 105 71 1 59,66
15 | Ratminah P Hak Milik | Sporadik 100,00 77 23 1 77,00

Apabila ada potensi pemotongan/
pemaprasan bangunan,

Kira-kira data/informasi apa yang
perlu dilengkapi?



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

2. SENSUS SOSIAL EKONOMI WTP DAN ASET TERDAMPAK

* Sensus WTP tidak hanya mencakup sensus aset fisik, tetapi juga sensus sosial-ekonomi

» Data harus lengkap sesuai kebutuhan, antara lain penyewa/penggarap/tidak memiliki hak atas tanah,
gender, kelompok rentan, anggota rumah tanah yang bekerja, mata pencaharian/ livelihood .

* Data aset terdampak mencakup, kelengkapan struktur, dimensi, fungsi bangunan (hunian, tempat usaha,
dll), serta ruang dalam bangunan (kamar, kamar mandi, ruang makan, dll.) terdampak.

* Luas sisa bangunan setelah pemotongan/ pemaprasan. Hal ini perlu untuk mengetahui apakah sisa bangunan
masih layak huni.

* Informasi status legalitas lahan (hak milik atau tanah pemerintah) beserta dengan bukti kepemilikan

* Penjelasan kondisi dan fasilitas yang disediakan (hunian sementara dan atau menetap); apakah kapasitas
cukup untuk WTP dan keluarganya beserta aktifitas kegiatan sosial ekonomi WTP ditempat baru.

* Kondisi sosial ekonomi masyarakat tempatan (jika akan dilakukan pemindahan, baik sementara ataupun
tetap)

* Penyampaian informasi WTP dan aset terdampak haruslah konsisten, akurat, dan terkonfirmasi di lapangan,
termasuk penggambaran dalam peta eksisting



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

2. SENSUS SOSIAL EKONOMI WTP DAN ASET TERDAMPAK

 WTP Rentan harus menjadi perhatian khusus

» Kelompok rentan, di antaranya: warga sangat miskin, orang tua/lansia, perempuan, anak-anak, penyandang
disabilitas, pengungsi, MHA, dll.

e Contoh: Samarinda (KK Perempuan), Yogyakarta (lansia di keluarga sangat miskin), dll.

* Pemahaman terkait legalitas tanah dan aset terdampak

* Perlu dibedakan: hak atas tanah, status/hak penggunaan bangunan dan penghuni/penggarap, kesesuaian
guna lahan

* Informasi legalitas lahan (hak milik atau bukan milik) perlu dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan yang
dimiliki

» Status tanah ilegal perlu diperjelas apakah menempati tanah negara atau tanah milik pemerintah (dengan
instansi yang memiliki atau mengelola)

 Memperhatikan skema pengadaan tanah untuk kasus spesifik: tanah adat, sultan ground, bantaran sungai dan
pantai, dll.



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN
3. KEBERHAKAN

* Aset yang terdampak (walaupun berada di tanah negara) harus dihitung ke dalam matriks keberhakan

* Aset yang terdampak harus diganti setara atau lebih baik dari kondisi sebelumnya

* |dentifikasi objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah dan penilaian besarnya ganti rugi oleh penilai

dilakukan bidang per bidang tanah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang
meliputi:

m Tanah

Kerugian lain yang dapat dinilai, g,___,’f -\
yang merupakan kerugian non \
fsik yang dapat disetarakan
dengan nilai uang, misalnya
kerugian karena kehilangan usaha
atau pekerjaan, biaya pemindahan
tempat, biaya alih profesi, dan
nilai atas properti sisa

74 Ruang atas tanah dan
bawah tanah

Benda lain yang
berkaitan dengan tanah 05

#x] Bangunan

m Tanaman

» Apabila terdapat relokasi/pemindahan penduduk, maka harus sediakan hunian tetap/sementara yang
kualitasnya setara atau lebih baik dari kondisi sebelumnya



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN
3. KEBERHAKAN

Bagaimana dengan Keberhakan Penggarap/Orang Tidak Memiliki Hak Atas Tanah?

Penanganan Dampak Sosial Menurut Perpres No. 62/ 2018

* Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk
pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional (pasal 1).

e Lingkup penanganan: PSN & non PSN
* Yang dimaksud masyarakat (pasal 5):
* Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus menerus
* Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka
* Bentuk santunan: uang atau relokasi (pasal 6)
* Besarnya nilai santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan (pasal 8):
* Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada diatas tanah;
* Mobilisasi;
* Sewa rumah paling lama 12 bulan; dan/atau
* Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan lahan



3. KEBERHAKAN

ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

Keberhakan WTP

Pemilik tanah/aset yang
kehilangan tanah dan/atau aset
lainnya

Pemilik tanah/aset yang
kehilangan sementara atau
permanen sumber-sumber
pendapatan atau mata
pencaharian

Orang yang memiliki dan
menempati tempat tinggal dan
bangunan lainnya dibangun di
atas tanah negara atau tanah
pemerintah tanpa dasar hukum
dan klaim yang jelas atas lahan
yang mereka tempati

Kompensasi atas kehilangan tanah dan aset

lainnya berdasarkan penilaian harga dilakukan

oleh penilai bersertifikat

Kompensasi atas kehilangan sumber
pendapatan atau mata pencaharian
berdasarkan penilaian nilai/harga non-fisik
yang dilakukan oleh penilai bersertifikat

Kompensasi atas kehilangan tempat tinggal
dan bangunan lainnya, sumber pendapatan
dari mata pencaharian dan bantuan
pemukiman kembali, berdasarkan penilaian
dari penilai bersertifikat

m—m Hasil yang Diharapkan

Pemilik tanah/aset akan dikompensasi
sepenuhnya atas hilangnya tanah dan aset

Pengadaan tanah/pemukiman kembali
tidak akan mengakibatkan pemilik
tanah/aset yang terkena dampak menjadi
miskin

Kompensasi yang diterima dan bantuan
pemukiman kembali yang disediakan akan
memungkinkan rumah tangga untuk
mendapatkan akses ke perumahan yang
layak atau tempat yang dapat ditempati
dan memiliki dasar hukum yang resmi dan
pengadaan lahan tidak akan
mengakibatkan pemiskinan masyarakat
yang terkena dampak.



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

3. KEBERHAKAN

m—m Hasil yang Diharapkan

Penyewa tempat tinggal dan Proyek ini dianggap dapat memberikan waktu Penyewa akan menemukan tempat untuk
bangunan lain yang dibangun di  yang cukup (minimal 2 bulan dari tanggal disewa atau hidup sesuai dengan
atas tanah negara atau tanah batas akhir/pada saat survei sensus) bagi kebutuhan mereka

pemerintah tanpa dasar hukum  penyewa untuk menemukan tempat lain
dan klaim yang jelas atas lahan
yang mereka tempati

5 Perambah, yaitu orang yang Berhak untuk memperoleh kompensasi atas Pemilik tanah/aset akan dikompensasi
memperluas tanah milik aset yang terkena dampak yang merambah sepenuhnya atas hilangnya aset
mereka dengan melanggar tanah negara atau pemerintah tanah

tanah negara yang berdekatan
atau tanah pemerintah

6  Tuan tanah liar, yaitu orang- Tidak berhak atas kompensasi apapun Tidak memiliki insentif untuk melakukan
orang yang memperoleh sewa skema sewa yang sama di daerah lain atau
secara ilegal dari bangunan yang di masa depan

dibangun di atas tanah negara
atau pemerintah tetapi tidak
menempati bangunan tersebut



3. KEBERHAKAN

_m Hak WTP Besarnya Nilai Hak Jumlah WTP

Warga Terdampak penduduk

Memiliki KTP

- Tidak memiliki rumah ditempat
lain.

Warga Terdampak penduduk
Memiliki KTP
- Memiliki rumah ditempat lain.

Warga terdampak bukan penduduk
(KTP luar Kota XXX)

ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

Contoh llustrasi Matriks Keberhakan

Berhak atas biaya pembongkaran bangunan
Berhak atas angkutan ke Huntara

Berhak atas hunian sementara

Berhak atas hunian menetap yang dilengkapi
IMB (luas 36 m2)

Berhak atas hibah tanah hak milik (SHM) luas
40 m2

Berhak atas tempat usaha yang layak (bagi yang
memiliki usaha) 1,5 x 3 m2

Berhak atas pemulihan mata pencaharian.
Berhak atas penggantian asset terdampak
Berhak atas biaya pembongkaran bangunan
Berhak atas penggantian asset terdampak

Berhak mengajukan diri menjadi warga kota
XXX

Berhak atas biaya pembongkaran bangunan
Berhak atas transportasi ke daerah/kota asal.

Rp  65.000/m2 54 KK

- Rp 200.000/KK
Rp 3.000.000/tahun
- Rp. 1.000.000/m2

- Rp. 250.000/m2

Rp. 500.000/m2

Program Bantuan dari UMKM
- Rp 65.000/m2 7 KK

- Program Bantuan dari
UMKM X
- Tidak dipungut biaya. 1 KK

-  Rp 65.000/m2
- Rp 1.500.000/KK



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

4. PENILAIAN ASET DAN PENGGANTIAN

* Banyak Pemkot/Pemkab melakukan penilaian aset menggunakan HPS atau NJOP, seharusnya
menggunakan penilai independen/KJPP. Penggunaan KIPP akan memudahkan

* Metode yang digunakan oleh KIPP mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang mana lebih
mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

* Penilaian aset harus memperhitungkan dampak ikutan, contoh sekat antara ruangan di dalam rumah
belum dihitung.

* Diskusi: Bagaimana dengan penilaian aset pada bangunan yang berdiri di atas tanah
negara/pemerintah?



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

4. PENILAIAN ASET DAN PENGGANTIAN

* Penilaian aset harus memperhitungkan dampak ikutan, contoh sekat antara ruangan di dalam rumah belum
dihitung.

Contoh llustrasi:
Kebutuhan akan sekat bangunan dikarenakan luasan bangunan berkurang

A. Kondisi awal: rumah
membelakangi sungai, akan
dipotong 3m utk jalan

5. setelah C. Kondisi akhir: rumah - el R Pemotongan
) menghadap sungai, butuh ‘ mengakibatkan luasan
pemotongan baik kat i
perbalkan sexat ruang | . banguan berkurang

KT RT
KT
T KT RT Kebutuhan untuk
we | | DP membangun sekat

antar ruangan agar
bangunan layak huni

jalan

sungai




H. ABDUL

1626 an. Abdul

Contoh llustrasi:
Hasil Penilaian Aset Dilakukan oleh Penilai Independen

ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN
4. PENILAIAN ASET DAN PENGGANTIAN

KARIM Kebun Sari | SHM P—— 122 993.000 121.146.000 550.000 5.702.423 40.736.320 168.134.743 1.378.154
H=SREEAN Kebun Sari SHM 623 af' +Sahian 101 994.000 100.394.000 40.000 3.973.495 22.070.000 126.477.495 1.252.252
ROIS SH. Rois SH.
AHMAD Pejeruk SHM | 767 an. Ahmad 122 769.000 93.818.000 595.000 3.132.191 1.300.000 98.845.191 810.206
Sporadik No.
HJ. HAPSAH Pejeruk SPO Reg. 14/Pem- 48 747.000 35.856.000 - 3.411.938 21.830.000 61.097.938 1.272.874
KBS/111/2019
Sporadik No. Reg
HASAN Pejeruk SPO 59.3 24125 43 747.000 32.121.000 - 480.718 - 32.601.718 758.179
Pj/111/2019 an.
Hasan
Sporadik No. Reg
AMINAH Pejeruk SPO 59.3 21/126/Kel. 22 747.000 16.434.000 - 849.379 30.186.000 47.469.379 2.157.699
Pj/11I/2019 an.
Aminah
Sporadik No. Reg
SARIFAH Pejeruk SPO 59.3 24/ 12001, 48 747.000 35.856.000 - 636.084 4.975.839 41.467.923 863.915
Pj/111/2019 an.
Saripah
SUYANU Pejeruk SHM | 500 an. Suyanu 22 769.000 16.918.000 - 429.767 8.833.000 26.180.767 1.190.035
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5. PEMINDAHAN/ PEMUKIMAN KEMBALI

* Hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) harus selesai dan layak huni sebelum
dilakukan pemindahan

* Menjamin kondisi dan fasilitas yang tersedia, termasuk aktivitas sosial-ekonomi dan penghidupan
* Kepastian jadwal pemindahan
* Rencana pembiayaan pemindahan

* Rencana pemindahan (baik ke huntara maupun huntap) harus disesuaikan dengan jadwal rencana
kegiatan (jadwal konstruksi serta pelaksanaan penataan kawasan)

* Penggantian selama masa transisi, contoh biaya sewa selama maksimal 12 bulan (Perpres 62/2018)

e Kajian mendalam untuk kasus khusus pada lokasi pemindahan: pedagang asli, kajian lingkungan
(keramba)



5. PEMINDAHAN/ PEMUKIMAN KEMBALI

Hunian Sementara (Huntara)

Pemerintah Kota/ Kabupaten mencari opsi-opsi calon
lokasi hunian sementara

Konsultasi dengan WTP

. Fasilitas yang disediakan (termasuk listrik, air,
sanitasi, angkutan anak sekolah dan orang bekerja)

. Fasilitas sosial dan tempat usaha bersama jika
diperlukan

. Siapa akan pindah kemana
. Perkiraan lama tinggal di Huntara

Rencana teknis pemindahan sementara: jadwal,
pengangkutan (barang dan orang), bantuan yang
disediakan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten selama
tinggal di Huntara

Pembongkaran di tempat lama —jika ada material
bangunan yang akan digunakan kembali oleh WTP,
siapkan lokasi penyimpanan sementara

ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

Hunian Tetap (Huntap)

Opsi-opsi site plan yang ada
Jika diperlukan penataan kembali hak atas tanah:
. Perkiraan waktu yang dibutuhkan

. Hasil penataan hak berpengaruh pada site plan dan
desain bangunan

Konsultasi dan penyepakatan site plan terpilih, tata letak
dan desain bangunan dengan WTP

Pelaksanaan konstruksi di Huntap

Langkah-langkah untuk mencegah spekulan tanah atau
peningkatan masuknya pendatang baru

Rencana penempatan kembali di Huntap:
. Pastikan seluruh konstruksi sudah selesai

. Pastikan utilitas dan fasilitas sudah berfungsi (listrik,
air, pengolahan limbah rumah tangga dan limbah
usaha)

Monitoring kondisi WTP pasca penataan



Contoh llustrasi:

Pembangunan Hunian Semantara

e ‘.‘~ O
. MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH SUSUN
Desain Denah 3x6m

3am : 30m
Denah Lantai Dasar

aom H 30m
Denah Lantal Dua
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No. Nama KRT KelompokRT No. Nama KRT Kelompok RT
Kavling (Asal) Kavling (Asal)
1 Siti Maryam Semanggi 05/23 28 Juli Purwadi Semanggi 05/23
2 Ahid Sarifudin Semanggi 05/23 29 Sumadi Semanggi 05/23
3 Semi Semanggi 05/23 30 Sudrajad Semanggi 05/23
4 Eko Pujianto Semanggi 05/23 31 Misgiyanto Semanggi 05/23
5 Parji Semanggi 05/23 32 Eko Suyanto Semanggi 05/23
6 Pariyem Semanggi 05/23 33 Suliyo Semanggi 05/23
7 Tukiyem Semanggi 05/23 34 Prayogo Semanggi 02/23
8 Luhur Sulistyo Semanggi 05/23 35 Samingan Semanggi 02/23
9 Yunanto Semanggi 05/23 36 Suranto Semanggi 02/23
10 Siti Aminah Semanggi 05/23 37 Supardjo Semanggi 02/23
11 Fajar Heru S Semanggi 05/23 38 Rukidi Semanggi 02/23
12 Mulyaningsih Semanggi 05/23 39 Heru Santoso Semanggi 02/23
13 Jono Westono Semanggi 05/23 40 Djumino Sarban S | Semanggi 02/23
14 Jumiyem Semanggi 05/23 41 Edy Santoso Semanggi 02/23
15 Antok Semanggi 05/23 42 Sri Maryani Semanggi 02/23
16 Ali Bin Umar Baraja | Semanggi 05/23 43 Ari Fuddina Semanggi 02/23
17 Sri Suryato Semanggi 05/23 44 Agus Susanto Semanggi 02/23
18 Saryana Semanggi 05/23 45 Wasis Semanggi 02/23
19 Hery Susanto Semanggi 05/23 46 Misiyem Semanggi 04/23
20 Supriyatni Semanggi 05/23 47 Dadi Susanto Semanggi 04/23
21 Suparjo Semanggi 05/23 48 Joko Muryanto Semanggi 04/23
22 Paijo Semanggi 05/23 49 Sugiarto Semanggi 04/23
23 Hari Priyanto Semanggi 05/23 50 Rahmat Hidayat | Semanggi 04/23
24 Agung Kristianto Semanggi 05/23 51 Suradi Semanggi 04/23
25 Aef Saefuloh Semanggi 05/23 52 Suprapti Semanggi 04/23
26 Haryono Semanggi 05/23 53 Sartono Semanggi 04/23
27 Sunanto Semanggi 05/23 54 Agus Purnomo Semanggi 04/23

Rencana tapak dan desain
hunian sementara

Daftar nama KRT/Kepala
Rumah Tangga/Kepala
Keluarga yang akan
menempati hunian sementara



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN

Contoh llustrasi: Rencana Pemindahan Pemindahan WTP

Kegiatan (dirinci) Penanggung Target November Desember Januari Biaya
Jawab selesai 2019 2019 2020

1 2 3 4 1

A. Penyiapan Dokumen Dinas PU Belum Des Rp. XX
LARAP Kecamatan/ Selesai 2019 (Anggaran
* Pembentukan Tim Keluarahan Dst.. No.XX)
* Sosiaslisasi

* Kelengkapan data
dan informasi

* Publikasi daftar awal
WTP

* Penilaian aset

* Konsultasi dan
rembug-rembug, dll

B. Pembangunan Huntara Dinas PU?

C. Pembangunan Huntap  Dinas PU?

D. Pemindahan WTP ke
Huntara

E. Jawal Konstruksi
Dst.
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6. RENCANA KONSULTASI/REMBUG-REMBUG DAN PELAKSANAANNYA

* Kelengkapan tabel informasi tentang konsultasi-konsultasi yang pernah dan akan dilakukan serta kesepakatan-kesepakatan yang dicapai.

* Lampiran dokumentasi konsultasi-konsultasi/ rembug dengan WTP yang dilaksanakan (berita acara dan daftar hadir).

* Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat konsultasi publik:
A. Konsultasi dialogis dengan WTP yang akan dipindahkan:
* Informasi yang jelas dan lengkap seawal mungkin diberikan sebelum dialog/rembug dilakukan
* Menyampaikan rencana pembangunan, menawarkan berbagai pilihan, tanpa tekanan
* Kesempatan yang cukup untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan
* Kesempatan untuk menolak namun harus menyampaikan solusi yang realistis
* Metoda konsultasi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok atau Focus Group discussion (FGD) sesuai tujuan, misalnya:
* FGD dengan para WTP

* FGD dengan masyarakat tempatan, dst.
B. Dokumentasi setiap konsultasi:
* Surat Pernyataan vs Surat Kesepakatan
» Catatan isu yang dibahas, usulan, aspirasi, kesepakatan dan ketidak sepakatan

* Tanggal, waktu dan lokasi konsultasi, daftar hadir, tempat dan dokumentasi foto
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6. RENCANA KONSULTASI/REMBUG-REMBUG DAN PELAKSANAANNYA

Contoh llustrasi: Rencana Konsultasi Publik/Rembug-rembug

Isue/permasalahan Peserta konsultasi Informasi yang perlu | Rencana jadwal Penanggungjawab Perkiraan besarnya dan
yang akan diberikan sebelum konsultasi, tempat sumber biaya serta

dibahas/disepakati konsultasi konsultasi waktu ketersediaan

Identifikasi WTP dan
Aset Terdampak

Alternatif lokasi
pemindahan WTP ke
Huntara

Lokasi tapak dan desain
Huntara

Dst.

WTP

Kelurahan/ kecamatan
Pemkot/ Pemkab

Dst.

WTP

Kelurahan/ kecamatan
Pemkot/ Pemkab

Dst.

WTP

Kelurahan/ kecamatan
Pemkot/ Pemkab

Dst.

(apakah sudah ada di
anggaran, jelas
nomornya)
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7. RENCANA PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Rencana Pengungkapan Informasi:

* Risalah pertemuan, hasil kesepakatan, Berita Acara dan Daftar Hadir

* Dokumentasi bisa diakses di kantor Dinas PU/ Perumahan, Kantor Walikota/ Bupati, atau di tempat lain yang
mudah diakses

Contoh llustrasi: Rencana Pengungkapan Informasi

Dokumen yang akan Sasaran Lokasi pengungkapan Waktu pengungkapan Penanggungjawab
diungkapkan informasi/dokumen

1. Daftar WTP WTP Kantor Keluarahan/ Menerus sesuai kemajuan Tim
Kantor RT/RW, Dst. pendataan swadaya/tanggal

2. Dokumentasi rembug- WTP Kantor Keluarahan/ Menerus, segera setelah Tim

rembug Kantor RT/RW, Dst. rembug selesai/tanggal

3. Rencana desain Huntara/  WTP dan masyarakat Kantor Keluarahan/ Saat pra desain selesai, dan Tim

huntap tempatan Kantor RT/RW, Dst. menerus/tanggal

4. Dst dst



ISU ISU UTAMA BERDASARKAN PENGALAMAN DI 13 KOTA/KABUPATEN
7. RENCANA PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Rencana Penanganan Keluhan:

* Informasi saluran pengaduan dan lokasi pengaduan yang memprioritaskan yang terdekat dari WTP dan
masyarakat umum

* Penanganan pengaduan: level lingkungan dan level kota

e Saluran untuk menyampaikan keluhan atau meminta informasi (misalnya nomor khusus telp, WA, sms,
website atau kotak pengaduan, gunakan sisstem yang sudah ada)

» Saluran ini diinformasikan kepada semua pihak yang terlibat proses pentaan Kawasan

* Ada petugas yang khusus memonitor pengaduan yang masuk, mencatat dan meneruskan kepada yang
berkompeten untuk menindaklanjuti, serta mencatat tindak lanjut dan menyampaikan tindak lanjut

* Ada ketentuan tentang waktu untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan

* Semua informasi tentang pengaduan dikonsolidasikan ke dalam laporan (bulanan atau 3 bulanan), sebagai
bagian dari laporan kemajuan pelaksanaan LARAP
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8. RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI

* Rencana kerja tidak hanya sampai pelaksanaan fisik saja.

* Pemantauan dilaksanakan secara rutin setidaknya dalam 2 tahun setelah pemindahan/pelaksanaan fisik, dan
dapat diperpanjang hingga WTP pulih

* Rencana pemantauan terhadap kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana,
didukung oleh pengamat independen yang dianggap perlu

* Indikator untuk pemantauan kinerja untuk mengukur input, keluaran, dan hasil dari kegiatan pembebasan tanah
dan pemukiman kembali

* Memastikan bahwa informasi yang lengkap dan obyektif dapat dikumpulkan
e Partisipasi WTP dalam pemantauan
* Penyampaian laporan pemantauan kepada PMU dan Bank Dunia

» Evaluasi dampak pembebasan tanah/pemukiman kembali dalam jangka waktu tertentu yang akan ditentukan
setelah semua kegiatan pembebasan tanah/ pemukiman kembali dan kegiatan terkait diselesaikan

* Rencana koreksi untuk peningkatan kualitas hasil (pemulihan kondisi WTP, dll) dan kinerja pelaksanaan
LARAP/RPL, jika diperlukan
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9. MANAJEMEN PROYEK

» Perkiraan anggaran untuk program atau kegiatan pengelolaan dampak lingkungan/sosial, program konsultasi
publik/rembug-rembug, penggantian kehilangan aset dan penghidupan/livelihood, tanggung jawab
pengganggaran untuk penyusunan dan pelaksanaan LARAP/RPL, dlI.

* Perlu tabel yang memperlihatkan perkiraan biaya yang dicantumkan untuk semua kegiatan pengadaan tanah dan
pemukiman kembali serta mencantumkan sumber pendanaan (contoh APBD, APBDP, dll.).

* Langkah-langkah mitigasi untuk dampak lingkungan dan sosial terutama selama konstruksi akan dimasukkan dalam
dokumen penawaran pekerjaan/kontrak untuk setiap pekerjaan konstruksi untuk dilaksanakan oleh

kontraktor/pihak ketiga.
 Mempertimbangan isu-isu warisan dari program terdahulu di kawasan penataan (legacy issues)

* Pemda membentuk Tim Pengadaan Tanah/Pemindahan yang mencakup lintas OPD (sebaiknya tidak
mencantumkan Satpol PP sebagai penanggung jawab pengadaan tanah/pemindahan dalam dokumen LARAP/RPL)

* LARAP sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek keseluruhan, termasuk penganggaran dan pengadaan.



BELAJAR DARI PENGALAMAN

TERIMA KASIH

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)/ NSUP

BANK DUNIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



